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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI INTERNAL BAGI APARAT
PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan
indepedensi dan kualitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, diperlukan program penjaminan
dan pengembangan mutu

b. bahwa untuk menjamin aktivitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah telah mengikuti
praktek yang sesuai dengan Standar Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia diperlukan
Evaluasi Internal (Telaahan Sejawat Internal)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang
Pedoman Evaluasi Internal (Telaah Sejawat Internal)
bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
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Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas
korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),

http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/01uu020.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/01uu020.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/01uu020.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/99uu031.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/01uu020.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/01uu020.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/01uu020.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/03uu017.pdf
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2021 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil
Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1087);

9. Peraturan Daerak Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI INTERNAL BAGI

PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
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Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten

Sampang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Sampang.

8. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit
aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas,
serta ketaatan pada peratura

9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
dari suatu tujuandan sasaran OPD;

10. Penilaian Kinerja adalah proses pembandingan antara
target (formal/ideal) dengan realisasi pemenuhan
kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja
dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat
keberhasilan kinerja tersebut.

11. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PEMBUKUAN

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Pedoman evaluasi internal ini dimaksudkan menjadi
acuan bagi tim evaluasi untuk menelaah standar
pengawasan dan melaksanakan penilaian terhadap
Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sampang agar terdapat kesamaan langkah dan
persepsi dalam melaksanakan evaluasi (telaah sejawat)

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang lingkup evaluasi internal adalah menilai
kesesuaian standar dengan elemen- elemen kunci berikut
ini:
a. Kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang

dimaksud dalam standa;
b. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
c. Komposisi pengetahuan dan ketrampilan dari auditor

APIP yang ditelaah;
d. Kertas Kerja dan teknik audit yang digunakan auditor;
e. Harapan dari pemangku kepentingan;
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f. Nilai tambah yang diberikan audit intern; dan
g. Proses tata kelola APIP.

BAB III.....
BAB III

PEDOMAN EVALUASI INTERNAL

Pasal 4
(1) Pedoman Evaluasi Internal bagi Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah Kabupaten Sampang meliputi :
a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Persiapan Evaluasi (Telaahan Sejawat

Internal)
c. Bab III : Pekerjaan Lapangan

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 5
(1) Pedoman evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan
mekanisme pelaporan kepada Inspektur Daerah
Kabupaten Sampang.

(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI
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Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 88


